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BUPATI BOMBANA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA 
NOMOR  2 TAHUN   2011 

 

TENTANG 
 

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN, PERSETUJUAN DAN REKOMENDASI 
KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI  

DI DAERAH KABUPATEN BOMBANA 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BOMBANA, 
 

Menimbang :  a.  bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang 
strategis dan vital serta mempunyai peranan penting dalam 
menggerakkan perekonomian, sehingga pengelolaannya harus 
dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 
secara maksimal; 

b.  bahwa perkembangan usaha industri dan perdagangan bahan bakar 
minyak dan gas bumi mempunyai kontribusi yang besar terhadap 
ekselarasi pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, 
sehingga perlu pengaturan dibidang perizinan, persetujuan, dan 
rekomendasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah 
Kabupaten Bombana; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b,  perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang 
Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Persetujuan Dan Rekomendasi 
Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Di Daerah Kabupaten 
bombana; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  
Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1960 Nomor 104,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 2043); 

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 
1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan 
Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara 4003); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3839);  
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5. Undang-Undang Nomor  20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  3687); 

6. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3201 ); 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048); 

9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3168); 

10. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3888); 

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4152); 

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

13. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kolaka Utara di 
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4339); 

14. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

15. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377); 

16. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor  53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4389); 

17. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang–
Undang Nomor  12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4844); 
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18. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan 
Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3174); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa 
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3952); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor  104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4593); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

26. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan dan Bentuk 
Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah 
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Repoblik 
Indonesia  Tahun 1999 Nomor 70); 

27. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 
1211.K/008MPE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 
Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha 
Pertambangan Umum;  

28. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 
535.K/MPE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Pertambangan Umum;  

29. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 
1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan 
Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;  

30. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 
1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah 
Pertambangan; 
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31. Surat Edaran Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral Nomor 
008.E/84/DJG/2004 tentang Pemberlakuan Besarnya Tarif Iuran 
Tetap, Iuran Ekssplorasi, Iuran Ekploitasi/Produksi (Royalty) sesuai 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003; 

32. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2006 tentang 
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-
II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Izin Usaha Indusstri dan Perdagangan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor  5); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana 
Tahun 2008 Nomor  6); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 
Nomor  7); 

 

    

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA 

dan 

BUPATI BOMBANA 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :   PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA 
PERIZINAN, PERSETUJUAN DAN REKOMENDASI PADA 
KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DI DAERAH 
KABUPATEN BOMBANA. 

 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.    
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana. 
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bombana. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana. 
7. Direktur Jenedral adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana; 
9. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah oleh Minyak 

Bumi. 
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10. Depot Lokal adalah Tempat Penimbunan dan/atau Penyimpanan Bahan bakar 
Minyak untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk dipasarkan pada suatu 
wilayah tetentu. 

11. Stasiun Pengisian Bahan bakar Minyak untuk Umum (SPBU) adalah sarana khusus 
untuk penyaluran/pemasaran dan pelayanan Bahan Bakar Minyak bagi masyarakat 
umum pemakai kendaraan bermotor baik didarat dan diperairan dangkal. 

12. Pemasaran bahan Bakar Minyak Khusus adalah kegiatan penjualan Bahan bakar 
Khusus yang berupa Bahan Bakar Khusus untuk mesin 2 (dua) tak/langkah. 

13. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan 
usaha tetentu dibidang Minyak dan Gas Bumi. 

14. Persetujuan adalah pernyataan setuju secara tertulis yang diberikan kepada Badan 
Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu Minyak dan Gas Bumi. 

15. Rekomendasi adalah Keterangan yang diberikan kepada Badan Usaha sebagai 
syarat untuk mendapatkan izin. 

16. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang 
bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

17. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum diluar 
negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. 

 

BAB II 
 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 

Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Daerah terdiri atas : 

1. Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk 
kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi. 

2. Rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan 
gas bumi. 

3. Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak didaerah operasi daratan dan 
daerah operasi 12 (dua belas) mil laut. 

4. Pembukaan kantor perwakilan perusahaan dui sub sektor minyak dan gas bumi; 

5. Rekomendasi lokasi pendirian kilang. 

6. Pendirian depot local. 

7. Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU). 

8. Pemasaran Stasiun Pengisisan Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 
langkag/tak. 

9. Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas. 

10. Surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang kecuali yang bergerak 
dibidang pabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi. 

11. Konsultasi jika daerahnya akan ditawarkan dan ditetapkan sebagai wilayah kerja. 

12. Konsultasi jika daerahnya ditemukan cadangan minyak dan gas bumi secara 
komersial dan akan dilakukan pengembangan lapangan yang pertama. 

13. Pengajuan program dalam rangka pengembangan wilayah (community 
development). 

14. Memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha sesuai 
dengan kewenangannya. 

 



6 
 

Pasal 3 
 

(1) Setiap kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah wajib mendapatkan izin, 
rekomendasi atau persetujuan dari instansi yang berwenang. 

(2) Pembinaan dan Pengawasan atas kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi di daerah 
yang meliputi satu Kabupaten merupakan kewenangan Bupati. 

(3) Pembinaan dan Pengawasan atas kegiatan usaha mInyak dan Gas Bumi di daerah 
yang meliputi lintas Kabupaten merupakan kewenangan Bupati. 

 

Pasal 4 
 

(1) Terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah yang wajib mendapatkan 
izin adalah : 

a. pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi darat dan 
operasi 12 mil laut; 

b. pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi; 

c. pendirian depot local; 

d. pendirian SPBU; 

e. pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas; 

f. pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 langkah/tak. 

(2) Terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah yang wajib mendapatkan 
persetujuan adalah : 

a. penggunaan wilayah kerja untuk kegiatan lain diluar migas; 

b. surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang kecuali bergerak dibidang 
pabrikasi,konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi. 

(3) Terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah yang wajib mendapatkan 
Rekomendasi adalah : 

a. Lokasi Pendirian Kilang; 

b. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi.  

(4) Terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi didaerah yang wajib adanya 
konsultasi antara Pemerintah Pusat dan daerah adalah : 

a. penetapan wilayah kerja; 

b. persetujuan pengembangan lapangan pertama; 

c. pengembangan wilayah; 

d. pemberian sanksi terhadap badan usaha yang melakukan pelanggaran. 

 

BAB III 
 

TATA CARA MENDAPATKAN IZIN 
 

Pasal 5 
 

(1) Setiap Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang akan mendirikan dan 
menggunakan gudang bahan peledak untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi di 
daerah daratan terlebih dahulu mendapat izin dari pemerintah daerah. 

(2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan : 
a. biodata perusahaan; 
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b. penanggung jawab perusahaan; 
c. NPWP; 
d. akta pendirian perusahaan; 
e. izin Undang-Undang gangguan; 
f. gambar konstruksi tata letak gudang/container; 
g. peta situasi wilayah; 
h. spesifikasi bahan peledak yang akan disimpan (merk, jenis, berat, ukuran, 

kemampuan ledak). 

(3) Atas pengajuan permohonan tersebut Pemerintah Daerah melakukan penelitian 
administratif  dan evaluasi. 

(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, 
pemerintah wajib mengeluarkan izin yang dimohon apabila telah memenuhi 
persyaratan. 

(5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ada jawaban dari Pemerintah Daerah, maka 
permohonan tersebut dianggap disetujui. 

(6) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan 
lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

 

 

Pasal 6 

(1) Setiap Badan Usaha Asing atau bentuk usaha tetap Asing yang akan mendirikan 
Kantor Perwakilan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi wajib terlebih dahulu 
mendapat izin dari Pemerintah Daerah. 

(2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan : 
a. biodata perusahaan; 
b. penanggung jawab perusahaan; 
c. NPWP; 
d. akta pendirian perusahaan; 
e. jumlah tenaga kerja yang digunakan; 
f. surat keterangan terdaftar (Bussiness Registrasi Certificates) atau sejenis dari 

Negara asal; 
g. rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara asal yang berisi 

nama dan alamat perusahaan, nama pemilik dan dewan direksi dan rencana 
kegiatan di Indonesia; 

h. surat kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan dari Pimpinan perusahaan kantor 
pusat; 

i. struktur organisasi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia; 
j. rekomendasi dari Direktur Jenderal. 

(3) Atas pengajuan permohonan tersebut Pemerintah Daerah melakukan penelitian 
administrasi dan evaluasi.  

(4) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan 
secara lengkap, pemerintah wajib mengeluarkan izin yang dimaksud. 

(5) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan 
lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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Pasal 7 

(1) Setiap Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang akan mendirikan depot lokal 
terlebih dahulu wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam hal depot lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memenuhi 
kebutuhan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota maka izin dapat dikeluarkan oleh Bupati. 

(3) Dalam hal depot lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memenuhi 
kebutuhan lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota maka izin dapat dikeluarkan oleh 
Gubernur. 

(4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati 
tembusan Direktur Jenderal dengan dilengkapi : 
a. profil Perusahaan; 
b. penanggung Jawab Perusahaan; 
c. NPWP; 
d. akta pendirian perusahaan; 
e. jumlah tenaga kerja yang digunakan; 
f. izin gangguan (HO); 
g. peta lokasi; 
h. data perkiraan daerah penyaluran; 
i. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 

(5) Atas pengajuan permohonan tersebut Pemerintah daerah melakukan penulisan 
administratif dan evaluasi. 

(6) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga ) bulan sejak dfiterimanya permohonan 
secara lengkap, pemerintah wajib mengeluarkan izin yang dimaksud. 

(7) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah daerah memberikan izin 
kepada badan usaha. 

(8) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan 
lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

 

Pasal 8 
 

(1) Setiap Badan Usaha yang akan mendirikan atau perluasan stasiun pengisian Bahan 
Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) wajib terlebih dahulu mendapat izin dari 
Pemerintah Daerah. 

(2) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan : 
a. biodata perusahaan; 
b. penanggung jawab perusahaan; 
c. NPWP; 
d. akta pendirian perusahaan; 
e. izin perdagangan; 
f. kontrak jaminan suplai BBM; 
g. peta lokasi; 
h. gangguan peralatan; 
i. izin undang-undang gangguan. 

(3) Atas pengajuan permohonan tersebut Pemerintah daerah melakukan penulisan 
administratif dan evaluasi.  
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(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, 
Pemerintah wajib mengeluarkan izin yang dimaksud.  

(5) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan 
lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak ketentuan teknis diatur lebih lanjut dengan 
Surat Keputusan Kepala Dinas. 

 

Pasal 9 
 

(1) Setiap Badan Usaha yang akan melakukan usaha pemasaran Bahan Bakar Khusus 
untuk mesin 2 (dua) langkah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Pemerintah 
Daerah. 

(2) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan : 
a. biodata perusahaan; 
b. penanggung jawab perusahaan; 
c. NPWP; 
d. akta pendirian perusahaan; 
e. Izin Perdagangan (SIUP); 
f. kontrak jaminan suplai BBK; 
g. daerah pemasaran; 
h. penggunaan peralatan; 
i. izin undang-undang gangguan. 

(3) Atas pengajuan permohonan tersebut Pemerintah daerah melakukan penulisan 
administrative dan evaluasi. 

(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, 
Pemerintah wajib mengeluarkan izin yang dimaksud.  

(5) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan 
lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak ketentuan teknis diatur lebih lanjut dengan 
Surat Keputusan Kepala Dinas. 

 

Pasal 10 

(1) Setiap Badan Usaha yang akan melakukan usaha Pengumpulan dan penyaluran 
pelumas bekas wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Pemerintah Daerah. 

(2) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan : 

a. biodata perusahaan; 

b. penanggung jawab perusahaan; 

c. NPWP; 

d. akta pendirian perusahaan; 

e. Izin Perdagangan (SIUP); 

f. sumber perolehan pelumas bekas; 

g. tempat penyaluran pelumas bekas; 

h. penggunaan peralatan; 

i. izin undang-undang gangguan. 
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(3) Atas pengajuan permohonan tersebut Pemerintah daerah melakukan penulisan 
administratif dan evaluasi. 

(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, 
Pemerintah wajib mengeluarkan izin yang dimaksud.  

(5) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan 
lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak ketentuan teknis diatur lebih lanjut dengan 
Surat Keputusan Kepala Dinas. 

 

BAB IV 
 

TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN 
 

Pasal 11 

(1) Setiap Badan Usaha yang menggunakan sebagian lahan pada wilayah kerja 
kontraktor untuk kegiatan lain diluar minyak dan gas bumi wajib mendapat 
persetujuan dari Pemerintah Daerah. 

(2) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan : 

a. biodata perusahaan; 

b. penanggung jawab perusahaan; 

c. NPWP; 

d. akta pendirian perusahaan; 

e. IMB; 

f. izin gangguan (HO); 

g. peta lokasi; 

h. jaminan ketentuan teknis; 

i. rekomendasi ditjen migas. 

(3) Apabila dianggap perlu Pemerintah Daerah dapat meminta Badan Usaha untuk 
melakukan Presentasi. 

(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, 
dan dilakukan presentasi, Pemerintah wajib mengeluarkan persetujuan.  

(5) Dapat menerbitkan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah 
Daerah wajib dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktur Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi. 

(6) Terhadap badan usaha yang telah mendapatkan persetujuan wajib mengadakan 
perjanjian pemanfaatan lahan dengan kontraktor minyak dan gas bumi selaku 
pemegang wilayah kerja. 

(7) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan 
lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 

Pasal 12 
 

(1) Setiap Badan Usaha yang melakukan usaha jasa penunjang pada Badan Usaha 
atau Bentuk Usaha tetap pada kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi wajib 
mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar.  
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(2) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan : 

a. biodata perusahaan; 

b. penanggung jawab perusahaan; 

c. NPWP; 

d. akta pendirian perusahaan; 

e. Izin Perdagangan (SIUP); 

f. izin usaha perdagangan; 

g. izin tempat usaha; 

h. tanda daftar rekanan; 

i. referensi bank. 

(3) Atas pengajuan permohonan tersebut Pemerintah daerah melakukan penelitian 
administrative dan evaluasi. 

(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, 
Pemerintah wajib mengeluarkan izin yang dimaksud.  

(5) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan 
lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

 

BAB V 
 

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENGAJUAN REKOMENDASI 
 

Pasal 13 
 

(1) Setiap Badan Usaha yang akan mendirikan kilang wajib terlebih dahulu 
rekomendasi lokasi pendirian kilang dari Pemerintah Daerah. 

(2) Pengajuan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi dengan : 
a. biodata perusahaan; 
b. penanggung jawab perusahaan; 
c. NPWP; 
d. akta pendirian perusahaan; 
e. Izin Perdagangan (SIUP); 
f. izin usaha perdagangan; 
g. peta lokasi; 
h. penggunaan peralatan; 
i. jumlah dan asal tenaga kerja; 
j. kapasitas produksi; 
k. izin undang-undang gangguan. 

(3) Atas pengajuan permohonan tersebut Pemerintah daerah melakukan penulisan 
administrative dan evaluasi. 

(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, 
Pemerintah wajib mengeluarkan Rekomendasi yang dimaksud.  

(5) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban dari Pemerintah Daerah, 
maka rekomendasi tersebut dianggap disetujui. 
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(6) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan 
lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

 

Pasal 14 
 

(1) Setiap Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha 
Minyak san Gas Bumi dikawasan hutan wajib mendapatkan rekomendasi 
penggunaan kawasan hutan dari Pemerintah Daerah dimana kawasan hutan 
tersebut berada. 

(2) Pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan 
kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan Direktur Jendral Minyak dan Gas 
Bumi. 

(3) Pengajuan Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi dengan : 

a. biodata perusahaan; 

b. peta lokasi kawasan hutan yang digunakan dengan titik koordinat; 

c. peta wilayah kerja kontraktor secara lengkap dengan titik koordinat; 

d. jenis kegiatan yang akan dilakukan. 

(4) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerah memberikan 
rekomendasi kepada Badan Usaha atau bentuk usaha tetap untuk selanjutnya 
disampaikan kepada Instansi yang berwenang guna mendapatkan izin penggunaan 
kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi. 

(5) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan 
lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku.  

 

 

BAB VI 
 

KETENTUAN SANKSI 
 

Pasal 15 
 

(1) Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada 
Badan Usaha yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : 

a. teguran secara lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. penangguhan Izin; 

d. pencabutan Izin. 

(3) Pencabutan Izin, persetujuan atau rekomendasi dilakukan apabila : 

a. pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin; 

b. pemegang izin tidak menunjukkan kegiatan usahanya; 

c. pemegang izin melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. berdasarkan pertimbangan teknis peralatan dan fasilitas yang diperlukan tidak 
memenuhi persyaratan; 

e. pemegang Izin memindahtangankan izin pihak ketiga. 
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BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 16 

Pemerintah Daerah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan usaha 
minyak dan gas bumi di daerah sesuai dengan kewenangannya. 

 

Pasal 17 
 

Terhadap Badan Usaha yang telah mendapatkan izin, persetujuan, rekomendasi atau 
izin usaha berdasarkan Peraturan ini wajib menyampaikan laporan pelaksanaanya 
secara berkala kepada Pemerintah Daerah. 
 

 

BAB VIII 
 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 18 

Terhadap izin, persetujuan dan rekomendasi telah dikeluarkan sebelum Peraturan 
Daerah ini. Dan belum berakhir waktunya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 
berakhir jangka waktunya. 

 
BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 19 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang 
mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.  

 

Pasal 20 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana. 

 
         Ditetapkan di Rumbia 
     pada tanggal, 24 Maret  2011 
 

      Pj. BUPATI BOMBANA, 

 

 

          Ir. H. MUH. HAKKU WAHAB, M.Si 
Diundangkan di   Rumbia 
pada tanggal, 25 Maret 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 

 

 

     Ir. H. RUSTAM SUPENDY. M.Si  
     Pembina Utama Muda, IV/c 
     NIP. 19590606 198903 1 014 
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